Menimbang

Mengingat:

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEFULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah
wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada
DPRD sesuai dengan waktu vang ditentukan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa Rancangan Perda tentang APBD vang diajukan
scbagaimana maksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
discpakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
disebutkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran
2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);



10,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemernintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan  Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);
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16.
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18.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangpungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masvarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Polittk (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49732),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Scbagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 6322);
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23,
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Kloasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007
Nomor 3) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi



Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daecrah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKARN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN
ANGGARAN 2022,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2,
3,

Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Rian.

Pemerintahan Daerah adalah penyclenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

- Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yvang
menjadi kewenangan daerah otonom.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
scbagal pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiavaan daerah.
APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 berjumlah
Rp3.870.323.080.509 terdiri atas pendapatan daecrah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp3.480.323.080.509

2. Belanja Daerah Rp3.870.323.080,509(-)
Defisit Rp (390.000,000.000)

3. Pembiavaan Daerah
a. Penerimaan Rp 390.000.000.000
b. Pengeluaran Ep 0 (-]
Pembiayaan Netto Rp 390.000.000.000
sSisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan Rp 0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
REp.3.480.323.080.509 (Tiga triliun empal ratus delapan puluh miliar tiga ratus
dua puluh tiga juta delapan puluh ribu lima ratus sembilan rupiah), yang
bersumber dari :

a. Pendapatan Asli;

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Pasal 4
(1} Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

direncanakan sebesar Rpl.348.493.617.641 (Satu triliun tiga ratus empat
puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus
tujuh belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah vang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl.150.224.138.161 (Satu triliun seratus lima
puluh miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh delapan
ribu seratus enam puluh satu rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanskan sebesar Rp69,994.479.480 (Enam puluh sembilan miliar
sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh
sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.150.000.000
(Sembilan miliar seratus lima puluh juta rupiah)

[5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl119.125.000.000 (Seratus
sembilan belas miliar seratus dua puluhb lima juta rupiahj,

Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huraf b
direncanakan sebesar Rp2.130.568.412.868 (Dua triliun seratus tiga puluh
miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu delapan
ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas pendapatan transfer
pemerintah pusat.

Pasal &
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl1.261.050.000 (Satu miliar dua ratus enam
puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan hibah.




Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp3.870.323.080.509 (Tiga triliun delapan ratus tujuh puluh miliar tiga ratus
dua puluh tiga juta delapan puluh ribu lima ratus sembilan rupiah), vang terdiri
atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
¢, Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp2.728.906.850.386 (Dua triliun tujuh ratus dua
puluh delapan miliar sembilan ratus enam juta delapan ratus lima puluh
ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), yvang terdiri atas:

a, Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja Bunga;

d. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp1.117.494,319.870 (Satu triliun seratus tujuh belas miliar empat
ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus
tujuh puluh rupiah),

(3] Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp1.387.535.678.679 (Satu triliun tiga ratus delapan
puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh
delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp215.926.272.179 (Dua ratus delapan puluh empat miliar dua
ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu sembilan
ratus dua puluh satu rupiah).

(5} Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
direncanakan sebesar Rp2.750.579.658 (Dua miliar tujuh ratus lima puluh
juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan
rupiah).
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Pagsal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp539.947.333.410 (Lima ratus tiga puluh sembilan
miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu
empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah.
b. Belanja modal peralatan dan mesin.
¢. Belanja modal gedung dan bangunan.
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. Belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp8.981.000.000 (Delapan miliar sembilan ratus
delapan puluh satu juta rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp122.092.458.195 (Seratus dua puluh dua
miliar sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus
sembilan puluh lima rupiah).

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl85.696.836.116 (Seratus delapan puluh
lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh
enam ribu seratus enam belas rupiah |.

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi schagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp220.247.280.681 (Dua ratus dua puluh
miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu enam
ratus delapan puluh satu rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp2.929.758.418 (Dua miliar sembilan ratus dua
puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus
delapan belas rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢
direncanakan scbesar Rp30.000.000.000 (Tiga puluh miliar rupiah), vang terdiri
atas belanja tidak terduga.




(1)

12}

Pasal 11
Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp571.468.896,713 (Lima ratus tujuh puluh satu
miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan
puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), vang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.
Belanja bagi hasil scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp546.268.896.713 (Lima ratus empat puluh enam
miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh
enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

(3] Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp25.200.000.000 (Dua puluh lima miliar dua ratus

juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.
390.000.000.000 (Tiga ratus sembilan puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

13)

Penerimaan pembiayaan; dan
Pengeluaran pembiayvaan.

Pasal 13
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp3920.000.000.000 (Tiga ratus sembilan
puluh miliar rupiah) yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran schelumnya;
b. Penerimaan pinjaman daerah.
Sisa lebh perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufl a direncanakan sebesar Rp2 10.000.000.000
(Dua ratus sepuluh miliar rupiah)
Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
b direncanakan sebesar Rp180.000.000.000 (Seratus delapan puluh miliar
rupiahy)



(1)
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Pa=al 14

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya defisit direncanakan sebesar Rp390.000.000.000
(Tiga ratus sembilan puluh miliar rupiah).

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp390.000.000.000 (Tiga ratus sembilan puluh miliar rupiah).

Pasal 15
Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Dacrah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini,
yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022, dengan tata
cara sesual dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan
kepala dacrah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan Realisasi

Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c¢. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelavanan dasar masyarakal yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.




Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari:

l. Lampiran

2. Lampiran

3. Lampiran

4. Lampiran

a. Lampiran

6. Lampiran

7. Lampiran

8. Lampiran

9, Lampiran

10, Lampiran

11. Lampiran
12. Lampiran

13, Lampiran
14. Lampiran

15. Lampiran
16. Lampiran

I

I

VII

VITI

IX

K10

Ringkasan APBD Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Ringkasan APBD yvang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurat
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Pendapatan, Belanja,

vang Diklasifikasi

Urusan Pemerintahan

Kelompok, Jenis dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil
dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Dacrah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daecrah dan Investasi
Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain:

XV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
XV Daftar Dana Cadangan: dan
XVI Daftar Pinjaman Daerah,



Pasal 17
Gubernur menctapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022

sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 18
Peraturan Daerah int mula berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang vang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam bernita dacrah.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2021

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2021

b=}

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU. (8-292/2021)
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Peraturan Deerah Provinsd
Kepulyuan Riau

DB Tatun
1 Dewembher 2021

Lampiran |

Nomor m

Tangngal

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN APED YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022
. K-;de ----- Uraan B Jumiah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAM (PAD) 1.348.493.61 7.5{ 1
41, Paav Dasrah 1.150.224 138 1§)

g1 4 Retribus Doasrah £5 et 279 -Ha)
.:T:{ 3 : a1l Pengeiolsan Kekayoan Doerah yang Dipesahkan o 31 ’(T(Ijﬂ <“u.
:_1_:1 e . _&;"-lam FAD yang Sah o , 119128 r_cﬂn',r‘
a2 PINDAPATAN TRANSFER - | z 130.568.412868
4z ' Pendapatan Transfer Pemer wtah Puisat _ : E k‘345t8.4W2~3'35'
43| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH T ' 1.261.050.000
4301 Pendapatan H.bah o o 7 1.261 (D020
R ]  Jumiah Pendapatan 3480323 080,509,
51 BELANJA OPERAS! a  2.720.906.850.386
m Belania F‘ef_m.;-?a;" - : TNM7 494 3°% 8 ";i
5102 Betarya Garang dan Jasa E 'o_?'d;;S 678.6 "3|
5103 Belarya Bunga _ o 5. 200 0CC.000 |
5105 Belarga l4ibah o - 213.926 272,179
5105 Belargo Bantuan Soxal - 2750 575.658
52 BELANJA MODAL o i ' $39.947.333.410
ls2m Relarya b tods! Taaat o 5981 030 00
e Setng M4 . g
{520 H-:iac*;a Modal Peralatan can Mesin r;]
%203 Jﬁ_ﬂe-;“-a Modal Gedung ::r. Bangur-:r o o "P: 995 838." i
15.2.04 Bolasa Modal Jalsn, loringan, deningasi : ' 247 280 bf’l]
{5205 Bedana Mocdal Aset Tetap La.r«r,a-- o --*‘ 2929 758.418
53 BELANUA TIDAK TERDUGA - i 30.000.000.000
5300 | Belanja Tadaw Terduga __ . . h 30.000 030 000 |
's.4 | BELANJA TRANSFER $71468 896 713
o —-‘-_—“_—::;cl.'r‘l;.-. Bagi Hazil 546 268.896.7%3
3407 Qolaria Bantoam Kimisngan: : L o 25 200,000,000 |
i B (il M e
- Jumlah Belanja. 3.870.323.080.509
i - ,  Total Surphus/(Defisit) (390.000 000 000)
 PEMBIAYAAN - H
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN  390.000.000.000
&1 l Siza Labih Perhitungan l-';;;;;l Tanur Sebeluminys i ) 210 )C-C'.E".(.EOJ]
G104 ' Peranmaan P:r.;rarras.n Claérar- - o ' 180 00C.000 TGN
I~ _ J::;ﬂ;h Pﬂ\erimnu Pembiaysan 39000;6&0000
§  Jumiah Pergeluaran Pembiayaan 0
o Pembiayaan Netto| 330.000.000.000
63 | Sisa Lebih Pembisyaan Anggaran Daerah Tahun Berkenasn ‘ 0
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